
 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 32 TAHUN 2016 

TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  

BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang :  bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

berpendapatan rendah dan untuk menindaklanjuti 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Tahun 2016, maka untuk 

kelancaran pelaksanaan subsidi beras tersebut perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3656); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 

tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 142); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

12.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat 

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin 

Pusat; 

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 

tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, 

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; 

17.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur 

Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 

Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang 

Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga 

Miskin; 

18.Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8); 

19. Keputusan Bupati Klaten Nomor 511/11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan 

Penyaluran Beras Subsidi Bagi Masyarakat 



Berpendapatan Rendah di Kabupaten Klaten Tahun 

2016;  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN 

RENDAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016. 

 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016, sebagaimana tersebut pada Lampiran 

Peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal                     

 

BUPATI  KLATEN, 20 Oktober 2016 

Cap  

  ttd  

    SRI HARTINI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 20 Oktober 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap  

    ttd 

JAKA SAWALDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 28 


